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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian masalah yang telah penulis uraikan pada Bab 11 penulis
mengambil kesimpulan bahwa :

1. Madiun Corruption Watch sebagai lembaga independen telah menjalankan
tugasnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
korupsi. Hal ini terbukti sebagai berikut :

a. Madiun Corruption Watch dalam wupaya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi dibuktikan dengan
melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Lilik Indarto,
mantan Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Kokok Raya Mantan
Walikota Madiun, Gandhi Yoeninta mantan Wakil Walikota
Madiun, dan Ali Sahono dan 16 anggota DPRD Kota Madiun.

b. Madiun Corruption Watch sebagai tembaga independen
bekerjasama dengan BPKP, mahasiswa, dan semua elemen yang
peduli terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana korupsi. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara MCW
bersama BPKP melakukan audit terhadap APBD Kabupaten dan
Kota Madiun tahun 2002, 2003, dan 2004.

c. Madiun Corruption Watch sebagai lembaga independen selalu

mengawal dan memperhatikan jalannya sidang dugaan korupsi
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yang dilakukan oleh Kokok Raya, Gandhi Yoeninta, dan Ali
Sahono. Walaupun sampai saat ini proses persidangan belum
selesai dan sidang ketiga terdakwa masih berlangsung sampai saat
ini dan belum diambil keputusan.

Madiun Corruption watch sebagai lembaga independen selalu
memperhatikan jalannya sidang hingga keputusan pengadilan
menetapkan pada terdakwa Lilik Indarto, Mantan Ketua DPRD

Kabupaten Madiun dijatuhi hukuman selama 4 taun penjara.

2. Madiun Corruption Watch sebagai lembaga independen yang bertugas

mengawasi, mencegah dan memberantas korupsi di Kabupaten dan Kota

Madiun banyak menghadapi kendala-kendala antara lain :

a.

Adanya teror melalui SMS dan telepon bahkan ada juga teror
bahwa Madiun Corruption Watch akan dituntut balik karena telah
mencemarkan nama baik mereka.

Ancaman pengerahan massa dan mistis.

Sulit mendapatkan data rincian sebagai bukti tindak pidana korupsi
yang dilakukan tersangka.

Masyarakat tidak mau melaporkan tindak pidana korupsi yang
mereka jumpai karena masyarakat takut menjadi saksi dan banyak
waktu yang tersita untuk mengikuti persidangan.

Adanya ijin dari presiden yang belum keluar karena tersangka

masih menjabat wali kota.
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f. Pengurus Madiun Corruption Watch kekurangan energi untuk
mengawal kasus yang berlarut-larut.
B. Saran
Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena
telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa
korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu
dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh sebab itu penulis ingin
menyampaikan beberapa saran, antara lain:

1. Madiun Corruption Watch sebagai lembaga independen sudah melakukan
peran pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini
penulis lihat bahwa Madiun Corruption Watch sejak 1999 hingga sekarang
selain melaporkan kasus korupsi di DPRD Kabupaten dan Kota Madiun
akan lebih baik jika MCW juga melaporkan korupsi yang mungkin juga
terjadi di instansi-instansi yang lain.

2. Madiun Corruption Watch sebagai lembaga yang berperan mencegah dan
memberantas korupsiseharusnya independen dan anggotanya tidak
menjadi anggota partai politik supaya tidak berpihak pada siapapun.

3. Madiun Corruption watch sebagai lembaga independen yang bertujuan
mencegah dan memberantas korupsi juga bergerak dalam bidang
pembinaan masyarakat desa dan dan menerbitkan tabloid “Benar”.
Kegiatan ini tentu akan mengurangi upaya pencegaan dan pemberantasan

korupsi. Penulis menyarankan kecuali membina masyarakat desa, MCW
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juga tetap peka terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang

terdapat unsur dugaan korupsi
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